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BABI

PENDAHULUAN

1.1   Latar Btlakang

Manusfadanlingkunganpadahakekatnyajbaratcafubangunan

yangseharusnyasaljngmenguatkankaremamanusiaamatbergantung

pada  ljngkunga"  sedang  lingkungan  juga  bengantung  pada  aktivfas

manusja.   Namun   diljhat  dan.  sisi  manusia   maka  ljngkungan  adalah

sesuafu  yang  pasif,  sedang  manusialah  yang  akff,  sehingga  kualitas

lingkunganamalbergantungpadatsualitais.manusia.

Sasaran     kebjjakan     lingkungan     hidup     adalah     merupakan

permjudandan.pengelolaandanpemanfaatansumberdayaalamdan

lingkungan  hidu.D  yang  berkelanjutan  (sustalnabilfty)  dan  berkeadilan

sein.ng     dengan     peningkatan     kesejahteraan     masyarakat    dalam

lingkunganyanglebjhbaikdansehat.

Pembangunan      berkelanjutan       (sustajnable
'              __--,merupakan   standar   yang   tjdak   hanya   ditujuken   bagi   peHindungan

lingkunganmelainkanjugabagikeoijaksanaanpembangunan.Artinya,

dalampenyedjaan.penggunaan,penjngkatankemampuansumberdaya

alam   dan   peningkatan   taraf  ekonomi,   perlu   menyadan.   pentingnya

pelesfahanfungsilingkunganhidup,kesamaanderajatantargenerasi,

kesadaran   terhadap   hak   dan   kewajiban   masyarakat,   pencegahan

development)
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terhadap    pembangunan    yang     merusak    (destruktif)    yang    tidak

bertanggungjawab terhadap  lingkungan, serta berkewajiban  untuk tuut

serta  dalam  melaksanakan  pembangunan  berkelanjutan  pada  setiap

lapisan masyarakat.

Untuk      mewujudkan      pembangunan      berkelanjutan      yang

berwawasan   ljngkungan  divujudkan  dengan  sebuah  kebijakan  yang

meli]pakan   suatu    keputusan   dalam    upaya   men©hkan    suatu

pemasalahan  yang  melibatkan  banyak  pihak  dan  sumberdaya  yang

tidak  sedikit.   Sehingga  diperiukan   suatu   pertimbangan   yang   serius

dalam  menentukan serta menedpkan suatu  kebijakackebtiakan yang

berkaitan    dengan    pengelofaan    lingkungan    hidup    tergolong    pada

kebijakan   bagi   kepentingan   umum.   Dengan   demikian   kepentingan

seluruh lapisan masyarakat akan ditentukan oleh kebjjakan tersebut.

Pembangunan  berkelanjutan  perfama  kali  di  perkenalkan  pada

Konferensi   Perse.rikatan   Bangsa-Bangsa   (selanjutnya   disebut   PBB)

tenfang Lingkungan dan Pembangunan (United Nations Conference on

Environment and  Development)  atau  yang  dikenal  dengan  Konferensi

Tingkat Tinggi  (Earth  Summit)  yang  diselenggarakan  pada  bulan  Juni

1992 di Rio Pe Jeneiro, merupakan tonggak sejarah yang menyatukan

para   Kepala   Negara   dan   Pejabat   Pemerintah   dari   seluruh   dunia

bersama  dengan  utusan  Badan-Badan  PBB,  organisasi  lntemasional

dan  utusan  lainnya  dari  berbagai  organisasi  non  pemerinfah  (Omop).
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Konferensi   yang   dihadiri   oleh   179   negara   tersebut   scara   jelas

menyatakan bahwa  pembangunan  nasional atau negara tidak bisa  lagi

memisahkan   antara   pengelolaan   lingkungan   dengan   pembangunan

sosial  ekonomi  sebagai  bidangbidang  yang  terpisah,   mengandung

pn.nsipprinsip   dasar   yang   harms   dilandasi   setiap   keputusan   dan

kebijakan   pemerintah   dimasa   depan,    dengan    mempertimbangkan

implikasi lingkungan terhadap pembangunan, sosial ekonomi.

Adapun    modal    pembangunan    integrasi   dimensi    lingkungan

keseluruh   sektor  pembangunan  terkait  merupakan   suatu   prasyarat.

Agenda 21 yang merupakan program keri`a besar iintuk abad ini san}pei

dengan abad 21 dan ceminan konsensus yang dicapai oleh 179 negara

tersebut, merupakan dckumen cetak biru dalam mewujudkan hubungan

kemitraan  global  yang   bertujuan  terciptanya  keserasian  antara  dua

kebutuhan    penting,    yaitu    lingkungan    yang    bemutu    tinggi    dan

perkembangan  serta  pertumbuhan  ekonomi  yang  sehat  bagi  seluruh

penduduk dunia.

Dengan   adanya   konferensi   tersebut,   pemerintah   Indonesia

dengan    cepat   telah    menyusun    suatu    rencana    guna    memenuhi

persyaratan   umum   dari   prinsip-prinsip   pembagian   lingkungan   serta

tujuan   umum   dari   KIT   bumi   dalam   melaksanakan   pembangunan

berkelanjutan. Dalam hal ini Pemen.ntah mempunyai kevrenangan untuk

menetapkan   syarat-syarat  yang   harus   dipenuhi   dalam   pengelolaan

lingkungan hidup.
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untuk  menindaklanjuti  hasil  dari  konferensj tersebut  Penrerintah

diberi  kewenangan  untuk  mengeluarkan  kebijakan  dalam  pengelolaan

lingkungan hidup.  OIeh karena itu diterbitkan  undangundang Norm 4

Tahun     1982     tentang     Ketentuan-Ketentuan     Pokok     Pengelolaan

Lingkungan  Hidup  (selanjutnya  disebut  UULH)  yang  di  ubah  dengan

Undangundang    Nonor    23    Tahun    1997    tentang    PengeJolaan

Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UuPLH).

Kemudian  UUPLH  jni  dalam  pelaksanaannya  didukung  dengan

keluamya  Undangtlndang  NoiTror  22  Tahun  1999  kenudian  diubah

undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah.

Undangundang   inj   memberi   kevenangan   seluas-luasnya   kepada

pemerintah darerah untuk merigelola sumberdaya alam dan lingkungan

hidup  sebaik  mungkin  untuk  kepentingan  masyarakat  dalam  rangka

pembangunan berkefanjutan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5)

juncto  Pasal  17  Undangundang  Nomor 32  Tahun 2004,  pengetolaan

sumberdayaalaminidilakukanpemen.ntahdaerahdalamhubungannya

denganpemerintahpusatdanpemerintahdaerahlainnya.

Dengan    berlakunya    Chononi    Daerah,     telah    memberikan

kewenangan  yang  nyata  dan  bertanggungjawab  pada  Pemerintahan

Kabupaten Enrekang untuk menggali dan melakcanakan pembangunan

daerah   sesuai  dengan   pctensi   yang   terdapat   di   daerah   tersebut.

Terutama   untuk   dapat   mengantisipasi   masalahmasalah   lingkungan

yangteriadjakibatkecepatandinamikaperubahanpembangunan.
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Untuk mencapai tujuanlujuan pembangunan tersebut pemerintah

Kabupaten   Emekang   diperiukan   membuat   sebuah   kebijakan   dan

sebuah   perencanaan   yang   sesuai   dengan   peraturan   perundang-

undangan,    sehingga    dapat    memberikan    jaminan,    perlindungan,

kepastian, dan arah bagi pengelolaan lingkungan hidup. Instrumen yang

dibutuhkan  untuk  itu  adalah  undang-undang  yang  mengatur  tentang

pengelolaan   lingkungan   hidup,   yaitu   UUPLH.    Undang-undang   ini

berfungsi    mengatur,   juga    berfungsi    sebagai    pemberi    kepastian,

pengamanan.  .pelindung  dan  penyeimbang.  yang  sifatnya  dapat tidak

sekedaradaftif,fleksibel,melainkahjugaprediktifdanantisipatif.

Potensi undang-undang ini teriefak pada dua dimensi utama dari

fungsi hukum yaitu fungsi preventif dan fungsi represif. 5 Dimensi fungsi

UUPLH   merupakan   instrumen   yang   tidak   hanya   pctensial   untuk

mengatur dan menjaga  hamonisasi kehidupan  masyarakat,  melainkan

juga  potensial  untuk  merekayasa   masyarakat  dalam   hal  ini   hukum

sebagai sarana peTubahan sosial afau sarana pembangunan.

UUPLH   merupakan   sarana   bagi   pembangunan   berwawasan

lingkungan,  dengan  mengoperasionalkan  dan  memberdayakan  hukum

sebagai  langkah  yang  harus  diambil  untuk  memacu  kesedaran  dan

kepatuhan   hukum   masyarakat   dan   aparat   penegak   hukum   serta

mengefektifkan pelaksanaan hukum (law enforcement).
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masyarakat  secara
UUPLH   telah   mempresentasikan   hak-hak

__ -      --+n+, t=l
sosjal,     ekonomi,     hukum    dan    poljtjk    untuk    berpartjsipasi    dalam

pengelolaan  lingkungan  hidup.  Dengan  demikian  persoalan-persoalan

pengetolaanlingkunganhjdupha[usmemiljkjprinsip-prinsipdasarbagj

berkembangnyademokratisasj,transparansjdanindependensisebagaj

pelaksanaangoodgovernance(tatapemerintahanyangefektif).

Penelitian  ini  dj  fokuskan  di  Kecamatan  Anggeraja,  Kabupaten

Enrekang,   karena   Penulis   ingin   melihat   peran   pemerintah   daerah
.L-__khususnya     Djnas     Perjzjnan     dalam

keseimbangan     lingkungan     di    Kecamatan    Anggeraja,     Kabupaten
____  ._.  .             \J.Jl  I

Enrekang,   hal  jni  dilakukan  karena  Kabupaten  Enrekang  merupakan

salah   satu   kota   yang   berusaha   untuk   menuju   kota   mandlri,   maju,

sejahtera dan berwawasan lingkungan.

1.2    Rumusan Masalah

Sesuaj  dengan  latar belakang  di  atas,  maka  beberapa  hal  yang

menjadi   pokok   permasalahan   dalam   penelitian   jni   sebagai   berjkut

tentang:

1.    Apakah  pemberian  lzin  Mendirjkan  Bangunan  (1MB)  telah  sesuaj

denganPerdaNo.7Tahun2009tentangPembangunanGedung?

2.    Apakah   Dinas   Perizjnan   Kabupaten   Enrekang   telah   melakukan

pengawasan secara efektjf?

3.    Faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  ketentuan

pemberian lMB di Kabupaten Enrekang

menjaga     kelestarian     dan
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1.3  Tujuan Penelitian

Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  djkemukakan  dj  atas,  maka

tujuanyanghendakdicapaidalampenelitjaniniadalahtentang:

1.UntukmengetahuiapakahpemberjanlzinMendirikanBangunan(1MB)

telahsesuajdenganPerdaNo.7Tahun2009tentangPembangunan

Gedung?

2.   Untuk  mengetahui  sejauhmana  pengawasan  yang  dilakukan  Dinas

PerizjnanKabupatenEnrekangapakahtelahberjalansecaraefektif?

3.   Untuk     mengetahuj     Faktor-faktor     yang     berpengaruh     terhadap

pelaksanaanketentuanpemberianlMBdjKabupatenEnrekang

1.4  Manfaat Penelitian

Kegiatanpenelitianjnidjharapkandapatmemberimanfaatyaitubaik

secara teoritjs maupun secara praktis, yaknj tentang :

1.   Secara Teoritjs

Haswpenelitianinidapatdjjadikanbahankajianlebihlanjutdan

mempunyai  arti  penting   bagi  penemuan   konsep-konsep  mengenaj

kebijakan    dalam    pengelolaan    ljngkungan    hidup    dj    Kecamatan

Anggeraja,KabupatenEnrekangkhususnyadiKecamatanAnggeraja.

Dandiharapkandapatmemberimanfaatbagibidangilmuhukum..

2.   Secara praktjs

a.   Sebagai   pedoman   dan   masukan   bagi   pemerintah   dan   aparat

penegak    hukum dalam upaya pembaharuan dan pengembangan
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hukumnasienalkearahpengaturankebjjakandalampengefolaan

ljngkungan hjdup.

b.   Sebagai  informasj  bagi  masyarakat  dan  pelaku  usaha  untut

mengetahui pengaturan  mengenai kebijakan dalam  pengelolaan

ljngkungan hjdup.

c.Sebagajbahankajjanbagiakademisjuntuknrenambahwavvasan

ilmu   hukum,   khususnya   mengenai   pengaturan   yuridis   dalam

perizjnanuntukpembangunanyangberkelanjutan.

1.5   Wletod® P®nctifian

1.   Lokasi p®nolitian

LokasjpenelitiandjlakukandidaerahKecamafanAnggeraja,

Kabupaten   Emekang,   karena   Kecamatan  Anggeraja   Kabupafen

Emekang     dalam     kenyatannya    dewaca    jni    lagi    gjatTgiatnya

membangun   dan   menata   kofa   untuk  mewujudkan   daerah   yang

berwawasanpembangunanyangberkelanjutan.

2.  Jonis dan Sumbor Data

Jenis  data  yang  djpergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah

pendekatan     yuridjs     normatif,     karena     materi

mengutamakan    tinjauan    dan.    segj    peraturanperaturan    yang

berhubungan   dalam   kebijakan   pengelolaan   lingkungan   hjdup   di

KecamatanAnggeraja,KabupatenEnrekang.

yang     dibahas



9

ifetode   pendekatan    ini   dipergunakan    bertitik   tolak   dan

menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ta fa

ruang   yang   dikaitkan   dengan   penerapan   kebijakan   pefnerintah

daerah    mengenai    pemberian    IMB    di    Kecamatan    Anggeraja,

Kabupaten Emekang.

3.  Stimber Data

Adapun  sumber  data  yang  dipergunakan  untuk  mendukung

penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  dimana  bahan-bahan  hukum

seperti yang  dikemukakan  oleh  Sceriono Soekanto meliputi bahan

hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan. hukum  tertier.

Sehingga   penulisan   ini   menitjkberatkan   pada   penelitjan   bahan

pustaka  atau  yang  dalam  metode  penelitian  dikenal  sebagai  data

sekunder. yang terdiri dari :

a.   Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh melalui kepustakaan (library

research)   yaitu   sebagai  teknik   untuk   mendapatkan   infomasi

melalui   penelusuran   peraturan   perundang-undangan,   bacaan-

bacaan   lain   yang   ada   relevansinya   dengan   Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

b.   Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan  yang  ada  kaitannya  dengan  bahan  hukum

pn-mer,  berupa  literatur bahan  bacaan  berupa  buku,  artikel,  dan

kamuskamus hukum, jumaliumal hukum.
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c.   Bahan Hukum Tersier

Bahan   diambil   dari   terdiri   dari   kamus-kamus   hukum,

ensiklopedi, dan lain-lain.

4.  Tcknik Pongumpulan Data

a.   Studi Dokumen

Yaitu   menemukan   dan   mengetahui  asasrasas   hukun,

pasal-pasal  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  teon.-

teori hukum,  doktrinrdoktrin  hukum, yun.sprudensi, filsafat hukum

dan haLhal yang Jetevan dan menunjang terhadap kualitas dan

kesempurriaan skripsi ini.

b.  Wawancara

Dengan    melakukan   wawancara    dengan    pihak   yang

berkompeten   dalam   hal   ini   adalah   Kepala   Kantor  Pelayanan

Terpadu   Satu   Pintu   Kabupaten   Enrekang   yaitu   pjhak   yang

mengetahui  dan  terlibat  langsung  dalam   hal   Pemberian   lzin

Mendirikan    bangunan   di    Kecamatan   Anggeraja,    Kabupaten

Emekang.

5.  Analisis Data

Data  yang  telah  dikumpulkan  selanjutnya  dianalisis  dengan

menggunakan  metode  analisis  kualitatif yang  didukung  oleh  logika

berpikir scara deduktif.
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BAB2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Pengertian Pengawasan
.,-

Dalam  kamus  lengkap  Bahasa  Indonesia,  terbitan  Balai  Pusfaka

(1995:68),    bahwa    pengawasan    adalah    penjlikan    atau    penjagaan.

Pengawasanscaraumumdapatdiartjkansebagaisuatukegjatanyang

berorientasi   untuk   mengadakan   evaluasj   terhadap    kegiatan   yang

dilaksanakansehinggajikatedadihal-halyangrnenyimpangmakaakan

difempuh langkah-Iangkah yang lebih terarah dan tepat sasaran.     -

Menurut George R. Teny (1995:395), mengemukakan pengertian

pengawasan sebagai berikut :
"pengawasan      berard.      mendeten.mjnasj     apa      yang     tefah
dilaksanakan    maksudnya    mengevaluasi   presfasi    keria    dan
apabila   perlu   menerapkan  tindakan-tindakan   korektif  sehingga
liasil pekeriaan sesuai dengan rencana-rencana".

Sefanjutnya    Arifin    Andulrachman    (1999:99)    mengemukakan

pengertian pengawasan sebagai berikut :
"pengawasanadalahkegiatan/proseskegiafanuntukmengetahui
hasw    pelaksanaa"    kesalahan,    kegagalan,    unfuk    diperbaiki
kemudiandanmenoegahferjadinyakemba"kesalahan-kesalahan
itu,  begitu  pula  menoegah  sehingga  pelaksanaan  tidak  berbeda
dengan rencana yang telah dftetapkan".

Berdasarkan   beberapa   pengertian   tersebut  dapat   disimpulkan

bahwa  pengavrasan  sebagaj  usaha  afau  kegjatan  untuk  mengetahui

kenyataan yang sebenamya tentang pelaksanaan tugas dan pckeriaan

agarberialansesuaidenganharapanyanghendakdicapai.
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2.2  Tujuan Pongawacan

Pengawasanumumdapatdjlakukandengantujuan:

1.   Pengawasan  umum  atas  jalannya  pemerintahan  daerah  bertujuan

untuk  rnengefahui  kenyataan  yang  sebenamya  dari  sctiap  aspek

penyelenggaraan    pemerinfahan     daerah    dalam     rangka    tugas

dekonsentrasi,tugaspembantuandanotonomidaerah.

2.   Dari  hasil  pengavasan  umum  diharapkan  dapat  diketahui  hal-hal

sebagai berikut :

a.  Apakah pelaksanaan tugas bei).alan sesuai dengan  rencana dan

ketentuanyangberlakuscaraberdayaguna.

b.   Penyl.mpangan-penyjmpangan dan kesalahan yang dilakukan oleh

para     pelaksana,     beserta     sebab-sebab     dan     cara     untuk

mengatasinya.

c.   Rencana   dan   ketentuan-ketentuan   yang   temyafa   tidak   afau

kurangsesuaidengankeadaanckondisiyangterjadjdilapangan.

3.   Hasil-hasil   pengawasan   umum   merupakan   bahan   per(imbangan

dalam menentukan rencana-rencana dan kebijakan sefanjutnya serta

dapat    merupakan    aouan    bagi    pelaksanaan    pembinaan    dan

penyelidjkan.

0leh karena itu tujuan utama pengawasan ialah untuk memahamj

apa   yang   salah   demi   perbaikan   dj   masa   yang   akan   datang   dan

mengarahkan  seluruh  kegiatankegfatan  daLam  mencapai  has«  yang

maksimal.
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2.3  Pemangkat W®wenang Ponngkat dan Ruang Lingkup Pengawasan

Umum

1.  Perangkat Pengawasan Umum

a.   Inspektorat  Jenderal   Departemen   Dalam   Negen.   dan   otonomi

daerah sebagaj perangkat pengawasan yang membantu menteri

dalam negeri yang  langsung -berada di bawah dan  bertanggung

jawab kepada menten. dalam negeri dan otonomj daerah.

b.   Badan pengawacan daerah propinsi adalah lembaga pengavrasan

fungsional  daerah  yang  secara  teknis  operasional   berada  di

bawah   dan   bertanggung   jawab   langsung   kepada   Gubeinur,

secara teknjs admjnistrate melaluj sekretaris daerah dan  secara

teknis fungsional berada di bawah kcordinasi lnepektorat Jenderal

Departemen dalam negeri dan otononi daerah.

c.   Badan  pengawasan  daerah  kabupatenckofa  sebagai  perangkat

pengawasan    umum    yang    membantu    Bupatreupati    dalam

kedudukannya    selaku    kepala    daerah    yang    secara    teknis

operasionalnya berada di bavrah dan bertanggung javvab kepada

kepala   daerah   melalui   sekretaris   daerah   sebagai   pelaksana

administrasi daerah.

2.  W®womang Dan Perangkat P®ngawasan Umum

a.   Inspektorat  Jenderal  departemen  dalam   negen.  melaksanakan

pengawasan     umum     terhadap     pelaksanaan     tugas     pokck
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departemen   dalam   negeri   di   pusat   maupun   di   daerah,   baik

kegiatan rutin maupun pembangunan, berv`renang

1)   Melakukan pengawasan terhadap :

a.   Konponen-komponen     dalam      lingkup     kantor     pusat

departemen dalam negeri dan otonomi daerah.

b.   Komponen-komponen  dalam   lingkup   pemerintah   daerah

propinsi  dalam   rangka   pelaksanaan   dekonsentrasi  dan

tugas pembantuan (pasal 7 UU No. 32 tahun 2004).

2)  Meminta,  meneina dan mengusahakan  laporan-laporan dan

bahanbahan atau kcter-angan lain yang diperiukan dari semua

pejabat yang tersebut pada hurut (a) di atas atau pihak-pihak

lain yang dipandang perlu.

3)  Menerima     dan     meneliti     pengaduanpengaduan     serfs

memberikan   saran   kepada   menteri   dalam   negeri   tentang

tindakan yang akan diambil.

4)  Memanggil  pejabatix3jabat  terkait  untuk  diminta  keterangan

yang  diperlukan  dengan  memperhatikan jenjang jabatan  dan

tata keria yang berlaku.

5)  Melakukan  atau  menyuruh  melakukan  penyelidikan  dan  atau

pemeriksaan di tempat-tempat keria.

6)  Menyarankan  tindakan  preventif  maupun   represif  terhadap

segala     bentuk     penyjmpangan     kepada     pejabat     yang

berwenang.
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7)  Memberikan    laporan    tentang    hasil    pengawasan    kepada

pejabat yang berwenang.

b.   Badan   pengawasan   daerah   (Bawasda)   propinsi,    melakukan

pengawasan   umum   tethadap   penyslenggaraan   pemerintalian

daerah  dalam  urusan  dekoneentrasi  daerah  di  kabupatemtota

yang betvenang :

1)  Melakukan pengawasan terhadap :

a)  Komponen-konponen  dalam  lingkup  pemerintah  daerah

propinsi-

b)  Komponen-komponen   dalam   lingkup   pemerintah   daerah

kabupatch/kota        yang        menyelenggarakan        tugas

pembantuan.

c)   lnstansi-instansi   lainnya   yang   menjadi   tanggung   jawab

Gubemur karena jabatannya.

2)  hfeminfa,  menen.rna dan  mengusahakan  laporanJatroiar` dan

bahan-bahan atau keterangan lain yang diperlukan dari semue

pejabat terkait atau pihakpihak yang dianggap perlu.

3)  Meminta      dan      meneliti      pengaduani}engaduan      serfs

memberikan  saran  kepada  Gubemur  tentang  tindakan  yang

periu diambil.

4)  Memanggil  pejabatma.abat  terkait  untuk  diminta  keferangan

yang  diperiukan  dengan  memperhatikan jenjang jabatan  dan

tata keria yang berlaku.
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5)  hfelakukan  atau  menyuruh  melakukan  penyelidikan  dan  atau

pemeriksaan di tempat-tempat ken.a.

6)  Menyarankan  tjndakan   preventif  maupun   represif  terhadap

bentuk penyimpangan kepada pejabat yang bervenang.

7)  Menberikan  laporan hasil pengavrasan  kepada  peiabat yang

benrenang.

c.   Badan      pengawasan     daerah      (Bawasda)      Kabupaten/kota

mempunyai  tugas  membantu  Bupati/Bupati  di  dalam  melakukan

pengawasan   umum   teThadap   penyetenggaraan   pemerinfahan

kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dengan belwenang.

1)  Melakukan Pengawasan Terhadap -: `

a)  Komponen-komponen     dalam      lingkungan      pemerintah

daerahckota yaitu :

(1) Kecamatan / kelurahan

(2)  Badan usaha milik daerah (BUMD)

(3) Instansi-instansi  lainnya  yang  menjadi  fanggung jawab

Bupati/Bupati karena jabatannya.

2)  Meminfa,  menerima  dan  mengusahakan  laporan-Iaporan  dan

bahan-bahan atau keterangan lain yang diperiukan dari semua

pejabat  pada   huruf  (a)   di  atas  atau   pihak-pihak  lain   yang

dipandang periu.

3)  Menerima      dan      meneliti      pengaduani]engaduan      seha

memberikan  saran  kepeda  BupatyBupati  ten  tang  tindakan

yang periu diambil.
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4)  Wtemanggil  pejabatirejabat  terkait  untuk  di  minta  keterangan

yang di  periukan dengan  memperhatikan jenjang jabafan  dan

tata keria yang berlaku.

5)  Melakukan  atau  menyuruh  melakukan  penyelidikan  dan  atau

pemeriksaan di tempat-tempat ke¢a.

6)  Menyarankan   tindakan   preventif  maupun   repnesif  terhadap

segala     bentuk     penyimpangan     kepada     pej.abat     yang

benvenang.

7)  Memben.kan   laporan   ten   tang   hasw   pengawasan   kepada

pejabat yang berwenang.

3.  Ruang Lingkup Pongavracan

Dari segi ruang lingkup, pengawasan terbagi atas :

a.   Pengawasan intern, yaitu jika antara pengawas dan yang diawasi

ada   hubungan   hierarkis   atau   masih   dalam   lingkup   instansi

besangkutanfunit pelaksanaan itu sendin..

b.   Pengavrasan   ekstem,   yaitu   pengawasan   yang   dilakukan   oleh

suatu   unit  pengawasan   yang   berada  di   luar  organisasi  yang

diawasi dan tidak mempunyai hubungan hierarkis.

Sedangkan rung lingkup pengawasan menurut Keppres RI No.

74  tahun   2001   tentang   tata  cara   pengawasan   penyelenggaraan

pemerin{ahan daerah adalah :

a.   Kegiatan umum pemerintahari

b.   Pelaksanaan rencana pembangunan
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c.   Penyelenggaraan  pengurusan  dan  pengelolaan  keuangan  dan

kekayaan negara.

d.   Kegiatan  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) dan  Badan  Usaha

Milik Daerah (BUMD)

e.   Kegiatan   aparatur   pemerintahan   di   bidang   yang   mencakup

kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Dalam  kaitannya  dengan   UU  No.   32  tahun  2004  tentang

pemerintahan  daerah,  Peraturan  Pemerintah  RI  No.  20  tahun  2001

tenfang    pembinaan    dan    pengawasan    atas    penyelenggaraan

pemen.ntahan  daerah  dan  Keppres  Rl.  No.  74  tahun  2001  tentang

tata care pengawasan penyeienggaraan pemerintahan daefah serta

Kepmendagri  dan  Otda  nomor  17  tahun  2001  tentang  pelimpahan

pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintah daerah kepada

Gubemur.   maka   ruang   lingkup   pengawasan   badan   pengawasan

daerah selaku perangkat daerah mengadakan pemeriksaan regukar di

semua  unit keria  di propinsi selaku  pelaksana tugas dekonsentrasi,

tugas pembantuan dan otonomi daerah propinsi,  serta mengadakan

pengawasan      atas      penyelenggaraan      pemeiintahan      daerah

kabupatewhcta dalem kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat

di daerah.

2.4  lNB dan Nekanism® P®mb®rian lzin

untuk  mendapatkan surat IMB,  maka  seperti  halnya daerah  lain,

untuk  Kabupaten   Enrekang,   diberiakukan  Perda   No.   7  Tahun  2009
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tentangBangunan.Halinidimaksudkanuntukmenghindarisupayatidak

ten.adi  penyimpangan  yang  mungkjn  dilakukan  oleh  warga  masyarakat

yang  membutuhkan  lMB dan tidak terkeoualj aparat atau  petugas yang

berkonpeten  (Aparat  Dinas  Tata  Bangunan)  yang  merckomendasikan

penerbhan lMB.

Dalam hubungannya dengan mekanisme untuk memperoleh surat

lMB dj wilayah  Kabupaten  Emckang,  tentunya juga  harus  berdasarkan

aturan  yang   berlaku  secara  lokal  dl  daerah   inj.   Khusus   Kabupaten

Enrekang,  dasar pemberiakuan  surat  IMB  mengenai  itu  terdapat pada

PerdaKabupatenEnrekangNo.7Tahun2009tentangBanguhan.

Adapun  mekanisme  yang  harus  di  tempuh  untuk  memperoleh

surat lMB di Kabupaten Enrekang sebagai ben-kut :

1.  Pongambilan Fomulir Penrohonan "18

Pemohon  afau  orang  yang   berminat  mendirikan  bangunan

harus   teriebih   dahulu   mengjsj   blangko   permohonan   IMB   yang

dikeluarkanokthDinasTafaBangunanKabupatenEmckang.Blangko

pemohonan   tersebut,   tercantum nama    pemohon,    alamat   dan

pekeq-aan.  Identitas jni sangat pentjng untuk mengetahui secara jelas

posisi    pemohori    dan    apabila    teriadi    suatu    hal    yang    kurang

menguntungkan  atau  tidak  sesuai  dengan  mekanisme,  maka  dapat

secara mungkin untuk cepat di hubungi.



20

Di dalam permohonan itu, juga di lengkapi dengan keterangan

ten fang lokasj bangunan yang akan di kerjakan, nomor rumah, status

tanah,   kepemilikan  tanah   atau   bangunan  dan   kuasa   kepemilikan

tanah.   Juga   tercantum   jenis   pekeriaan,   jenis   bangunan,    cara

pembangunan    serfa    taksiran    ongkos.     Pemohon    juga    harus

membubuhi   materai   seharga   Rp.   6000.   (Lihat   lampiran   fomulir

pemkwhan lMB).

Dapat   teriadi   penolakan   terhadap   pemohonan   IMB   jika

bertentangan dengan  Peraturan  perundang-undangan yang berlaku.

0leh karena itu, dalam Perda No. 7 Tahun -2009 tentang Bangunan,

pasal 27 menyatakan bahwa :

Permohonan  lMB  akan  ditolak  apabila  pekep.aan  mendirikan
bangunan   yang   direncanakan   dalam   berkas   permohonan
berfentangan dengan :
a.   Peraturan perundang-undangan yang beriaku.
b.   Kepentingan umum.
c.   Ketertiban umum.
d.   Kelestarian,      keserasian,      kesejmbangan

mencemarkan lingkungan hidup.
e.   Hak pihak ketiga.
f.    Rencana jnduk kota.

2.  Ponaindafanganan B®rkaS Porn.ohonan lMB

dan      tjdak

Apabila    blangko    pemohonan    telah    dinyatakan    lengkap,

permohonan  tersebut  di  serahkan  ke  Lurah  untuk  dilegalisasj  dan

selanjutnya    diserahkan    ke    Camat    untuk    di    tanda    tangani.

Penandatanganan  teTsebut  djmaksudkan  agar  status  tanah   yang

akan   di   tempati   untuk   nendin.kan   bangunan   tidak   menjmbulkan
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keragu-raguan     oleh     Dinas     Tata     Bangunan     untuk     diberikan

rekomendasi lMB.  Karena itu,  dengan adanya rekomendasi tersebut,

maka  status tanah  yang  akan di  dirikan di atasnya  dinyatakan tidak

dalam keadaan bemasalah. Misalnya bemasalah karena di sita oleh

bank,  dalam  hal  ufang  piutang,  di  sita  oleh  pengadilan  dan  sederet

masalah lainnya.

3.  K.longkapan Porsyarafan.

Perekomendasian  dari  Lurah  dan  Camat di  mana  bangunan

tersebut  ingin  di  dirikan,  maka  untuk  selanjutnya  pemohon  harus

segera  melengkapj. persyaratan  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Tata

Bangunan. Persyaratan ini akan di lampirkan bersama berkas fomulir

permohonan.   Adapun   persyaratannya   terdapat   pada   Keputusan

Bupati Enrekang No. 3 Tahun 2002 tentang Penetapan Kembali Tata

Cara Pemberian lzjn Dalam Kabupaten Enrekang sebagai berikut :

a)  Persyaratan Administrasi
1)   Foto  copy  kartu  tanda  penduduk  (KTP)  pemohon  yang

beriaku.
2)  Foto Copy surat bukti pemilikan / penguasaan tanah.
3)   Foto copy lunas pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun

berjalan.
4)  Surat pemyataan tidak keberatan dari tetangga.
5)  Surat  pemyataan  pemohon  bahwa  lokasv  tanah  tidak

dafam keadaan sengketa dan diketahui Lurah dan Camat
setempat.

6)  Gambar rencana bangunan dan perhitungan konstruksi 5
(lima) rangkap dengan melampirkan surat izin perencana
bangunan (SIPB).

7)  Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar.
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b)  Persyaratan Arsitektur
1)   Situasi tata letak bangunan.
2)  Garis   sempadan   pagar   (GSP)   dan   garis   sempadan

bangunan (GSB).
3)  Bentuk, ukuran dan perlengkapan ruang yang memenuhi

syarat kesehatan dan keselamatan umum.
4)  `Tata    ruang    luar.    temasuk    saluran    pembuangan,

peresapan air hujan dan jalan /jembatan.
5}  Prosentase   luas   lantai   terhadap   persiv   pekarangan

berdasarkan   kepentingan   kesehatan,   lingkungan   dan
penoegahan kebakaran.

6)  Menoegah  gangguan  pandangan  lalu  lintas,  keamanan
dan kesehatan umum dan pencemaran lingkungan.

7)  Petunjuk     persyaratan     khusus     menurut     klasifikasi
penggunaan   bangunan-bangunan   umum,   peniagaan,
pendidikan,  industri,  kelembagaan,   rumah  tangga  dan
bangunan    yang    diklasifikasi    knusus    {i    NI,    otorita,
pemerintahan pucat).

c)   Persyaratan Struktur Bangunan
1)  Sisfem konstruksi untuk bangunan satu I-antai, bertingkat

dan bangunan dengan konstruksi khusus.
2)  Bahan konstruksi Jam. kayu, bai.a, beton dan sejenisnya.
3)  Ketahanan   konstniksf  terhadap   gempa,   api,   air  dan

Cuaca.
d)  Perlengkapan Mekanikal dan Elektrikal

1)  Jaringan air bersjh,  air kotor (black water) dan jaringan
pembuangan air hujan.

2)   Instalasi listrik dan perlengkapannya.
3)  Instalasi telckomunikasi / telepon.
4)   Instalasi penangkal petir.

4.  P®nelitjan Berkas

Segala  persyaratan  yang  telah  dipenuhi  oleh  pemohon  IMB,

maka  pemohon  menyerahkan  berkas  tersebut  pada  petugas  Dinas

Tata  Bangunan  untuk  di  lakukan  penelitian  berkas  sesuai  dengan

mekanisme yang ada.

Mekanisme tersebut diatur dalam Perda  Kabupaten Enrekang

No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, pasal 21 sebagai berikut :



23

1)  PeTmohonan  IMB  sckurang+turangnya  berisi  keterangan
tentang :
a.   Nama pemohon lMB
b.   Alamatpemohon lMB
c.   Jenis Bangunan yang direncanakan
d.   Peruntukan Bangunan yang direncanakan
e.   Letak pekarangan tempat Bangunan yang direncanakan

2)  Keterangan dalam lembar isian pemohonan lMB dilampin. :
a.   Salinan surat bukti hak atas tanah yang bersangkutan.
b.   Bestek situasi
c.   Peta situasi
d.   Gambar  rencana   Bangunan  dengan  skala   1   :50/1   :

100/1  : 200
e.   Perhitungan  konstruksi  dan  perhrfungan  instalasi  yang

ditetapkan bagi Bangunan tor(entu
f.    Perencana, pelaksana dan pengawas Bangunan.
9.   Persetujuan tetangga h. Izin usaha.

Lebih  togas  lagi  dinyatakan  oleh  pasal  3  sampai -pasal  5

Keputusan  Bupati  Emekang  No.  3  Tahun 2002  tentang  Penefapan

Kembali  Tata   Cara   Pemberian   lzin   Dalam   Kabupaten   Enrekang,

khususnya   pada   pasal   3   sebagai   ben.kut;   ''Dalam   ka.iian   teknjs,

Pemohon   Rckonendasi   Mendirikan   Bangunan   mengisi   formulir

pemohonan    yang    disediakan    Dinas    Tata    Bangunan    dengan

melampirkan persyaratan-persyarata n".

Adapun Pasal 4 Keputusan Bupati Emekang No. 3 Tahun 2002

memberi penjelasan bahwa :

1)   Bilamana  pemohon  belum  melengkapi  berkasnya,   maka
Dinas  Tata  Bangunan  dapat  memanggil  pemohon  secara
tertulis  untuk  melengkapi  berkasnya  dalam  tempo  paling
lambat tiga hari kerja;

2)   Pemohon  yang  tidak  melengkapi  berkasnya  dalam  tempo
sebagaimana     dimaksud     ayat     1     disampaikan     surat
penolakan   kelanjutan   proses   yang   ditandatangani   oleh
Kepala  Dinas  Tata  Bangunan,  tembusannya  disampaikan
kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan.
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Berikutnya   pada   Pasal   5,   lebih   lanjut  dinyatakan   sebagai

berikut :

1)  Dinas Tata Bangunan melakukan peninjauan lapangan atas
permohonan      yang      telah      memenuhi      syarat-syarat
sebagaimana  tersebut  pada  Pasal  3  untuk  kepentingan
mengantisipasi   secara   optimal   kemungkinan   te¢adinya
sengketa      batas,      penguasaan      kepemilikan      lahan.,
peruntukan   lahan   dan   lain-lain   yang   berkaitan   dengan
masalah mendirikan bangunan;

2)  Hasil   pelaksanaan   peninjauan    lapangan   sebagaimana
dimaksud  ayat  1   diatas  dituangkan  dalam  Berita  Acara
Peninjauan  Lapangan (BAPL) yang merupakan salah satu
lampiran rekomendasj;

3)  Dinas Tata Banguan memberikan Rekomendasi Mendirikan
Bangunan    bagi    pemohon   yang    memenuhi    ketentuan
selambat-lambatnya 5(lima) han. kerfa yang berisi mengenai
terpenuhinya  syarat _ feknis  untuk  dbroses  penyelesaian
izinnya   dan   penetapan   besamya   pungufan   dan   dasar
pengenaan  retribusi daerah,  iiekomendasi dimaksud dibuat
dafam rangkap 3 (tiga) yang terdin.
a.   Rekomendasi  asli,  disampaikan  kepada  Kepala  Kantor

Pelayanan Perizinan Kabupaten Enrekang;
b.   Masing-masing salinan rekomendasi, untuk :

(1)  Salinan perfama kepada pemohon;
(2)  Salinan kedua sebagai arsip pada unit bersangkutan

4)   Rekomendasi dimaksud ayat 3  (tiga)  pasal di..atas,  bukan
merupakan  lzin,  tetapi  merupakan  prasyarat  bagi  Kantor
Pelayanan     Perizinan     untiik     menyslesaikan     proses
administrasj periz`.nan.

Dengan  demikian,  jika  teriadi  berkas  pemohon  masih  belum

lengkap,    maka    Dinas   Tata   Bangunan   melakukan   pemanggilan

kepada pemohon untuk melengkapi segera berkasnya. Apabila dalam

tempo 3 (tiea) hari keria pemohon tidak melengkapi berkasnya, maka

Dinas  Tata   Bangunan  menyampaikan  surat  penolakan  kelani.utan

proses yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tata Bangunan.
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5.  Peninjauan Lapangan

Berkas  pemohonan  yang  telah  di  teliti  dan  temyata  telah

dinyatakan lengkap, maka akan di adakan peninjauan lapangan oleh

petugas    yang    diberi    mandat    oleh    Kepala    Seksi    Penelitian

Administrasi.  Selanjutnya jika  syarat-syaratnya  telah  terpenuhi  dan

dinyatakan  benar,  maka  berkas tersebut diserahkan  kepada  kepala

seksi penelitian teknis untuk dj tjndak lanjuti. Kemudian Kepala Seksi

Penelitian    Teknis    memberikan    rekomendasi    kepada    petugas

lapangan  untuk mengadakan  pengukuran  lapangan di mana tempat

yang ingin di dirikan bangunan.

Setelah  di  adakan  pengukuran  lapangan  dan  temyata  eta

sesuatuyangtidaksesuaidenganmekanismelMB,makapemohondj

panggil  kembali  untuk  memperbajki  berkasnya.  Dan  jika  pemohon

telah metengkapi berkasnya,  maka diteruskan kepada Kepala Seksi

Penefapan  Perizinan  untuk  diketahui  berapa  besamya  biaya  IMB

yang dapat di bayar oleh pemohon.

6.   Penghifungan R®tribusi IMB

Untuk   mengetahui   besamya   biaya   retribusi   ,   maka   Seksi

Penetapan  Perizinan  memberikan  rekomendasi  kepada  juru  hitung

dan   seLanjutnya   meriadi   beban   untuk   di   bayar   oleh   pemohon.

Pembayaranretrl.busiinjmerupakanupayayangdjtempuholehpihak

Pemerintah    Kabupaten    Enrekang    dalam    rangka    meningkatkan

Pendapatan Asli Daerahnya.
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Pemungutan retribusi IMB nnerupakan amanah dari Perda No.

7Tahun*:1988tenfangBangunanyangterdapatpadapasal22yang

berbunyi  sebagai  berikut  :   "Sebelum   penyerahan   izin  mendin.kan

bangunan pemohon IMB wajib membayar retribusi ke kas pemerintah

daerah".

Retribusi    lMB    terdiri    atas    uang    sempadan    dan    bfaya

administrasi.  Biaya administrasi terdjri atas biaya  pendaftaran,  biaya

pembuatan peta situasi, biaya pemen.ksaan konstruksi bangunan dan

biaya  pengawasan  pekeriaan  mendirikan  bangunan.  Jumlah  uang

sempadan  untuk segala  rupa dan bentuk bangunan di perhrfungkan

sebesar  4%  dari  biaya  bangunan  seluruhnya   Misalnya  pemohon

merencanakan membangun sebuah rumah tinggal permanen dengan

faksiran biaya sebesar Rp.  50.000.000 (lima puluh jufa rupiah). maka

pemohon tersebut hams mengeluarkan uang sempadan sebesar 4%

dari Rp. 50.000.000 = Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah)

Selajn pembayaran uang sempadan tersebut,  maka pemohon

tersebut juga  harus  membayar  retribusi  IMB  sebanyak  Rp.11.400.

(Lihat lampiran  Keputusan  Bupati tingkat  11  Palopo  No.  6954 Tahun

1998   tentang   Petunjuk   Teknis   Pelaksanaan   Perhitungan   Biaya

Retribusi izin Mendirikan Bangunan).

Dengan  demikian,  tidak  ada  kfasifikasi  khusus  tentang jenis

bangunan dalam pembayaran sebesar 4% dari anggaran biaya yang
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dipergunakan.    Dalam    pengerfjan    yang    lain    pembayaran    uang

sempadan sebesar 4% dan- anggaran tersebu{ beriaku secara umum

tanpa harus melihat jenis bangunan apapun.

7.  Rekom®ndasi Kepala Dinas Tata Bangunan

Untukmengefahuibesamyabiayaretn.busiyangharusdibayar

pemohon, maka berkas tersebut di kembalikan kepada Kepala Seksi

Penetapan  Perizinan,  untuk  di  buatkan  saljnan  rckonedasi  yang

berisjtandatangan(djsposisi)dariKepalaDinasTataBangunanyang

kemudian  ditindak  lanjuti  oleh   Djnas  Pelayanan   Perizjnan  selaku

pihak atau instansi yang menerbitkan lMB.

2.5 Afekanisme Pengawasan lNB

Pajudi    Atrnosudirdjo    (1988    :    83)    memberikan     pengerd.an

pengawasan  sebagai  berikut  :  "Pengawasan  adalah  proses  kegjatan-

kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan,  dilaksanakan atau

djselenggarakan  itu  dengan  apa  yang  dikehendaki,  direncanakan  atau

diperintahkan+   Hasil  pengawasan  harms  dapat  menunjukkan  sampaj

dimana    terdapat    kesesueia"    atau    ketidak    sesuaian    dan    apa

penyebabnya.

Ditinjau dari segi saat atau vvaktu dilaksanakannya,  pengawasan

dibedakan   menjadi   dua   ;   pengawasan   prevents   dan   pengavrasan

represif.  Diana  Koenjoro (2004  :  74)  memberikan  batasan  pengawasan
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preventif  bahwa   ;   "Pengawasan   preventif  adalah  pengawasan  yang

dilakukan    sebelum    dikeluarkannya    suatu    keputusan    /    ketefapan

pemerintah".  Lebih  lanjut  masih  menurutnya  (2004  :  74)  "Pengawasan

represif  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  sesudah  dikeJuarkannya

keputusan / ketetapan pemerintah".

Dalam   konteks  pengawasan   lMB,   petugas  yang   di  serahkan

mandat untLik turun ke lapangan dalam rangka mengavvasi pelaksanaan

mendirikan,    merubah   ataupun   membonqkar   bangunan   fentu   juga

memperbandjngkannya  dengan   mekanisme  yang  telah  djatur  dalam

Perda No. 7 Tahu,n 2009 tentang Bangunan.

Dinas Tata  Bangunan  Kabupaten  Enrekang memberikan mandat

kepadaduaorangaparatpengawasdenganbekeriasaatjamker).a(pagi

sampaj  sore  hari)  pada  setiap  kecamatan  yang  ada  oalam  wilayah

Kabupafen   Enrekang.   Jumlah   kecamatan   yang   ada   di   Kabupaten

Enrekang   sebanyak   14   (empat   belas)   kecamatan   sehingga  jumlah

personilaparatpengawassecarakeseluruhanadalah28orang.

Kuanthas   bukan   merupakan   jaminan   bahvra,   dengan   jumlah

personil  pengawas  yang  banyak akan  menjadikan  pengawasan  efektif.

Karena    itu    profesionalisme    rnenjadi    keniscayaan    dalam    rangka

menegakkan  Perda  No.  7  Tahun  2009  tentang  Bangunan  secara  adjl,

konsisten dan tanpa pjlih kasih.

Namun aparat pengavas yang diserahkan mandat tersebut tidak
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berdiri sendiri, melainkan juga harus melakukan kcordinasi dengan Lurah

dan  Camat  dimana  wilayah  kerja  petugas  pengawas  tersebut  bekerja

untuk menemukan temuan-temuan yang bersifat pelanggaran IMB.

Agar  lebih  efektif peran  serta  pengurus  RW  (rukun  warga)  dan

pengurus   RT   (rukun   tetangga)   sangat   besar   pengaruhnya   untuk

mengadakan  temuan-teTuan  pelanggaran  IMB,  karena  begitu  luasnya

wilayah  keria  petugas  pengavras  yang jumlahnya  hanya  2  personw  di

setjap kecamafan.

Jika    temyata    di    temukan    pelanggaran    IMB    oleh    aparat

pengavrasan, maka di laksanakan teguran (peringatan) pehama sampei

peringafan  ketiga  secara  tertulis  oleh  Camat  yang  bervenang  yang

ditujukan kepada pelanggar dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Tata

Bangunan dan Kepala Kantor Satpctpraja Kabupaten Enrckang. Teguran

ini merupakan pengawasan yang bersifet preventif.

Selambat-lambatnya   1   x  24  jam  setelah  menen.rna  tembusan

tersebut,  Kepala  Dinas  Tata  Bangunan  hams  melaksanakan  opname

lapangan   dan   segera   memberikan   tanggapan   atas   teguran   Camat

tersebut.

Apabila hasil opname lapengan temyata di temukan pelanggaran

maka    Dinas    Tata    Bangunan    harus    menerbitkan    surat    pen.ntah

penghentian" : membangun kepada pemilik bangunan selama waktu  1  x

24 jam.  Apabila  hal ini tidak disubris  oleh  pelenggar,  maka  Dinas Tata
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penertiban  dengan   menyjta   se!uruh
Bangunan   nrengambit'.  tindakan

_ _.-, \If I
peralatan  yang  dieunakan  pekeq.a  dan  bahan  bangunannya  sebagaj

barangbuktjyangdjlakukanataskoordjnasiteknjspenyidjkPOLRldan

`'petugasPctisiPamongpraja.

Kemudian   dilakukan   tindakan   pembinaan   7  x   24  jam,   untuk

mengarahkan     agar
_-. ,¥VI Ialberdasarkan   lMB.   Namun  jika   tidak   diindahkan,   maka   Dmas   Tafa

Bangunan   segera   melaksanakan   teguran   untuk   tidak   mefanjutkan

kegiatan  pembangunan.   Dan  jjka  masih  tidak  djindahkan  lagj,   maka

diberikan    uftimatum    dengan    melakukan    pembongkaran.    Hal    ini

merupakanpengawasanyangbersifatrepliesif.

yang     bercangkutan     mendjn.kan     bangunan
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BAB3

HAslL pENELmAN DAN PEMBAHASAN

3.1PctaksanaianPqubchanIRTBberdasarkainPerdaNo.7Tahun2009

Proses penerbitan IMB di Kabupaten Enrekang menjadi tanggung

jawab dari Dinas Tata Bangunan  Kabupaten  Enrekang,  yang karena  itu

Dinas   Tafa   Bangunan   dalam   melakcanakan   tugasnya   senantiae

mengaou pada Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan dan secara

khususpadaKeputusanBupatiNo.18Tahun2010tentangUrajanTugas

DinasTataBangunanKabupatenEnrekang.

Dalam    penyelenggaraan    tugasnya,     Dinas    Tata    Bangunan

Kabupaten   Enrekang   harus   mempunyai   perangkat   organisasj   yang

fersistematjs,  agar  semua  yang  menjadi  tanggung jawab  dari  seluruh

tugas   dan   fungsinya   sebagaj   pelayan   teknis   dalam   memberikan

rekomendasilMB,dapatterpenuhisecaraefektifdanefisien.

Pengolahan, dan penyimpanan dafa permohonan IMB rTrertypakan

penjelmaan   profesjonalisme   aparat   Dinas   Tafa   Bangunan   sekaligus

menjadi   bukti   atas   tanggungjawabnya.    Penjelmaan   tanggungjawab

tersebut,  teraktual  dengan  tersajinya  datardata  permohonan  IMB  yang

masuk  pada  Dinas  Tata  Bangunan  dalam  waktu  3  tahun  terakhjr  ini

sejumlah7389pemohon.Jumfahtersebuttidakseluruhnyamendapatkan

tegalisasi.   Artinya   terdapat   28   pemohon   yang   tidak   berhak   untuk

memperoleh IMB. (ljhat tabel 1 di bawah ini).
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Tabel 1
DataPemohonanlMBTahun2009-2011

No.
Tahun

Jumlah
Jumlah JumlahPemohonanlMByangditolakPemohonan p®mohonan

lMB P®mohon IMB IMB yangdilega,isir

1 Tahun 2009
IIIIIIIIIliiiiiiiiiiiii=

2291 Pemohon 2282 Pemohon2175Pemohon 9 Pemohon15P
2 Tahun 2010 2190 Pemohon

3 Tahun 2011 2908 Pemohon 2904 Pemohon

emohon4P

Total 7389 P®mohontaBan 7361 Pemohon

emohon28P®mohon

Sumber Data : Dinas T
gunan Kabupaten Enrekang, 2012

JumlahpermohonanlMBdiatas,diklasifikasiberdasarkanjumlah

perfahunnya  yaitu  dan  fahun  2009  sampai  tahun  2011.  Tahun  2009

sejum'ah2291pemohon,tahun2010sejumlah2190pemohondanpada

fahun 2011  sejumleh 2908. penrohon.  Hal ini  menunjukkan pada tahun

2011   pemohon   IMB   menurun   sejumlah   101   dan.  tahun   sebelumnya

(2010).

Berkaitan   dengan   fu,   berdasarkan   has«   wawancara   penuljs

dengan aparat (Stao  Dinas Tata  Bangunan  ;  Mulayni,  SE pada tanggal

28   Maret   2012   di   Kantor   Dinas,   mengafakan   penyel)ab   fluktuasi

pef~an lMB bahwa :

Hal    tersebut    di    atas    disebabkan    oleh    kurangnya    minat
membangun    sebagian    masyarakat,    afaupun    adanya    minat
membangun   fefapi   tanpa   permohonan    lMB   sehjngga   tidak
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terdetcksi  okth  registrasi  data  lMB  pada  Dinas  Tata  Bangunan.
Sedangkanpadatahun2011jumlahpemohonlMBmeningkat882
pemohon  dari tahun  2011  Peningkatan  fu juga  disebabkan  oleh
tingginya  minat membangun  masyarakat dan  tidak terfepas dart
kesadarannya tentang urgensi pemohonan lMB.

Namun  jumlah  IMB  yang  dikyalisir  pada  fahun  2009  sejunlah

2282  pemohon,  fahun  2010  sejumlah  2175  pemohon  dan  fahun  2011

sejumlah  2904  pemohon.  Hal  tersebut  teriadi  karena  sebagjan  besar

karena masalah tidak adanya kesesuafan an{ara mekanisme penerbitan

lMB dengan yang menjadi realitas sebenamya. Berdasarkan wavrancara

penuljs  dengan  Salma,  salah  satu  aparat  (Stag  Dinas  Tata  Bangunan

padatanggal29Manet2012diKantorDinasmenuturkan;

Diantara dari sekian banyak masalah yang berhubungan dengan
mekanisme    penerbifan    IMB    adalah    masalah    kelengkepan
persyaratan  yang  merupakan  bagian  tahap  penerbitan  tertinggi
intensitas    permasalahannya    yaitu    mengenai    tidak    adanya
persetujuandan.tetangga,tidakadanyaAmdaldantidakjelasnya
sertifikatkepemiljkantanahdaripemohonlMBtersebut.

Dengan  denikian,  terijhat  urgensi  lMB  akan  dapat  memberikan

jaminan  hukum  akan  kepemjljkan  sebuah  bangunan  ketika  apa  yang

rrenjadj persyafataapersyaratan dapat dipenuhi oleh pemohon.  Karena

itu,apabjlasebuahbangunantjdakmemiljkilMBdanMtertangkapbasah"

oJeh  aparat  pengawas,  maka  bangunan  fu  harus  ditertibkan  sesuai

mekanisme  yang  ada  sebagaimana  telah  tertulis  pada  Bab  2  bahwa,

ketentuan  IMB  menjscayakan  adanya  penertiban  bangunan  terhadap

bangunanhangunan yang tidak memiliki lMB.  Hal tersebut diatur dafam

Perda No.  7 Tahun 2009 Pada pasal 228 ayat (1) dan ayat (2).  (untuk

lebih jelas, lihat Bab 2 Hal.16-17).
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TentunyaprosespenerdbanyangdiamanahkanolehaparatDinas

Tata   Bangunan  tersebut.   dilakukan  sesuai  dengan  jadwal  pelaporan

bangunanyangtanpakepemilikanIMBdariaparatpengawasbangunan

dandilakukansecarabertahapsesuaidenganamanahKeputusanBupatj

dj atas.

Untukmengetahuidafapenertjbanbangunanyangdjlakukanoleh

aparatDinasTataBangunandapatdjljhatpadafabel2dibawahjnj.

Tabel 2
DataJumlahBangunanYangDiterd.bkan

TanpalMB(2009-2011)

Nomor Tallun

1 2009
yang ditortibkan75UnitBangunan63UnitBangunan31unitBangunan169unitBangunan8

2 2010

3 2011

TotalSumberData.Dinas T  t

a a    angunan Kabupaten Enrekang, 2012

Jumlah  bangunan  yang  telah  diterfu.bkan  mulai  dari  tahun  2009

hinggatahun2011sejumlah169unitbangunan.Padatahun2009jumlah

bangunanyangtelahditertjbkansebanyak75unftbangunan,tahun2010

sejumlah63unit:bangunandanfahun2011sejumlah31unitbangunan.

Darijumlahyangtelahdiketahujdjatas,teriihatbahwadarifahun

2010  bangunan  yang  dftertjbkan  nunurun  sejumlah  12  unit  bangunan
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darijunlahtahun2010.Sedangkanpadatahun20"jumlahbangunan

yangditertjbkanjugamengalamipenurunansejumlah32unitbangunan

dan.jumlahbangunanpadatahun2009.Berdasarkanwawancarapenuws

dengan  lr.  Abdul  Wahab,  aparat  (Kasubdin.  Pengawasan)  Dinas  Tata

Bangunan  pada  tanggal  30  Maret  2012  di  Kantor  Dinas  mengatakan

penyebabpenurunantersebutbahwa;

Penurunanjunlahbangunanyangditertjbkantersebutdisebabkan
o=elennhE;ng,,e#'±iefeifdtEina#pleadEditngeaanEhb=S^f%¥LS#^¥_d#£yaa%kanas|
tenfangijngensikeberadaanPerdanomor7tahun2009.

Dalam   hubungannya   dengan   penertiban,   dan.   hasq  observasi

penulis   di   lapangan,   femyafa   masih   banyak   bangunan   yang   tidak

meniliki  IMB

yang    tidak

kemerdekaan

masjno

dengan

bahwa :

-bemamaArifuddindanBahar.Berdasarkanwawancarapenuljs

Arifiuddjn pada tanggal  1  Apn.I 2012 dj rumahnya   mengatakan

dan  tidak  dilakukan  pembongkaran.  Djantara  bangunan

memiljkj    IMB    tersebut,    terdapat    pada   jalan    perintjs

sebanyak2bangunan.Pemilikbangunantersebutmasjng-

"Sebenamya  saya  tidak  mengurus  IMB  karena  biayanya  sangat

mahal,   dan   juga   pemen.ntah   terlalu   lama   untuk   kita   tunggu
terbitnyaIMB,sementarakifasudahjngjnmembangun".

SemenfaraitupadatempatyanglajnBaharmenutuckan;

£Fa¥::roy:khh##asya'hM,:,dkaa:efia:id£?a¥£a¥:,W:Syay:a¥
bisa mengurusnya".
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Dari     keterangan     pemilik     bangunan     pada     jalan     Pen.ntis

Kemerdekaan   tersebut   di   atas,   menunjukkan   sikap   profesionaljsme

aparat  dalam   melakukan  pengawasan  dan  penjndakan  belum  sama

sekali optimal.

Akibatdariitusemua,makatingkatkesadaranpemohonIMBjuga

mengalamj  penurunan  seperti  yang  terljhat  pada  tabel  1  (2009-2011).

Implikasj yang kemudian munoul adalah "kerisihan hukum" yang djanut

oleh  masyarakat tentang  arfu.  pentingnya  lMB.  Berdasarkan  wawancara

penulis  dengan  Mulyani  (Staff Dinas  Tata  Bangunan)  pada  tanggal 29

Maret   2012   di   Kantor   Dinas   nrmbenarkan   hal   fersebut   dengan

mengatakan bahwa :

Terkadang  masyarakat  tidak  ingin  .mengakL.i  pelanggai-an  yang
dialamatkan  padanya.  apalagi  ketika  ingin  ditertibkan.  padahal
jelasi.elas   bangunannya   tidak   memiliki   lMB,   sehingga   inilah
kendala     besar    sekaligus     tantangan     bagi    aparat    dalam
menegakkanketentuanIMBsecarakonsistensesuaiprosedur.

Berkaitan  dengan  itu,  untuk meljhat persepsi sebagjan pemohon

lMBtentangprosespenerbitanlMBdapatdjlihatpadatabel3dibawah

ini.
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N=70

Tabel 3PersepsiPemohonIMBTethadapPrcesPenerbitanIMB

Nomor Presepsi Pemohon IMB Jum'ahRespond
Frekuensj (%)

123 Pengurusan lMB sesuajketentuanBiayalMBtriI
en46

66%

e  a u mahalPenerbitanlM
17 24%

8 terlalu lama 7 10%
TotalSumberData.Anket 70 1009'o

an      ,Oa'

hari  has"  angket  yang  Penuljs  olah  dj  afas,  responden  yang

mengafakan  proses  penerbitan  IMB  telah  sesuaj  ketentuan  sebanyak

66%.Alasannyakarenaprosepenerbitannyatelahsesuaidenganvraktu

yang  djtentukan  (tidak  lebih  dari  satu  bulan).  Yang  mengataken  biaya

lMB   terlalu   mahal   sebesar   24%.   Alasannya   karena   jumlah   biaya

pembangunan  relatif  tidak  berimbang  dengan   bjaya   lMB.   Dan  yang

mengatakanpenerbfanIMBtehalulamasekitar10%.Alasannyakalena

penerbitanIMBlebjhdariwaktuyangditentukan(satubulan).

Masih  berkafan  dengan  penertioan,   masjh  terdapat  beberapa

bangunanyangtidaksesuaidenganPeruntukannya.Darihaswobservasi

penuljsmisalnyadiKecamatanAnggerajaterdapatbangunanrumahtoko

(bangunan  pemiagaan)  yang  sampaj  sekarang  belum juga  ditertibkan.
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Padahalsebenamyaperuntukanpadawilayahjalantersebutmerupakan

wl`ayah   peruntukan   bangunan   rumah  tjnggaf  dan   Kantor  (bangunan

kelembagaan)yangtelahdiaturdalamKeputusanBupatiNo18Tahun

2010.Schjngga,bengunantersebutharusdjbongkar.

3.2EfokffifasP®laksanaanPngawasanlMBesrahopewhEnrckang

Pengawasan   adalah   hal   yang   paling   pentjng   dalam   rangka

menegakkan   pelaksanaan   kefentuan   IMB  secara   konsjsfen   Apabila

pengawasantjdakefektif,makaketentuanlMBhanyalah"macamkerfes"

belaka   yang   tidak   dapat   betouat   banyak   dalam   nrengatur   laju

pertumbuhan   bangunan.   Akibatnya   kesemrawutan    bangunan   akan

terwujuddalamncalfassosjalSehinggadaerahrdaerahresapana„yang

tertutupjwhbangunanliartersebutadalahsalahsatudampakysng

akanmengakjbatkanbanj.jr.

MekanismetugasaparatpengawasDinasTafaBangunandalam

melakukantemuautemuanyangsifathyaberupapelanggaranIMBdjbagi

dalam12kecamatan.Dalammasing-masjngkecamatanterdl.ridan2

aparatpengawas.Tjdakhanyafu,merekamelakukankoordinasidengan

aNpaar=t :==_:  dan  aparat  kelurahaln  bahkan  deng:;.-i;=:.,

wargamasyarakat,sepertiLPM(lembagapemberdayaanmasyarakat),

RW(RukunWarga)danRT(RukunTetangga).
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lntensitas   'L(urun   ke   jalan"   oleh   sebagjan   aparat   pengawas

bangunansangatminjm,karenamasihterdapatnyaaparatyangbelum

memilikj    asional.    Jumlah    aparat   pengawas    yang    belum    memiliki

kendaraan   operasional   sebanyak   21   buah.   Hal   ini   dipefouruk   okth

luasnya   wilayah   tugas   aparat   pengavvas   dibanding   dengan   jumlah

persondyanghanya2orangdjsetiapkecamatan.

Sampaj   sejauh   ini   data   tentang   temuan   pengawas   dalan

mendeteksi   pelanggaran    lMB   belum   tersaji   dengan   baik.    Hal   ini

merupakan  pertanda  kurang  profesjonalnya  aparat  pengavra.s  dalam

nremberikan   dan   rnenggambarkan   realitas  pelaksanaan   IMB   secara

ilmjah.   Berhubungan   dengan   hal   tersebut,   berdasarkan   wawancara

penulisdenganAhmadNur(CamatAnggeraja)padatanggal31Maret

2012diKantorCamatnrengafakanbahwa;

Kami   tjdak   mempunyai  dafardata   yang   berhut)ungan   dengan
temuan-temuanpelanggaranlMB.Namunkamifefapmemberikan
laporantenfangpelanggaranlMBtersebut.Akantefapilaporanitu
jugakamjbelummembuatnyasecarakategori.

Karena  tidak  adanya  data  pelanggaran  lMB  dari  pjhak  aparat

pengawas,makapenulisberinisjaffsendjriuntukmenemukanbeberapa

pelanggaranIMBdarihaswangketyangpenulisolahuntuktahun2011.

Halinjpenuljstempuhdenganpertimbanganpenelitianinilebihmenjadi

obyeLctif  dan  ilmiah.  Karena  fu,  untuk  nrelihat  data  jenis  dan  jumlah

pelanggaran'MBtersebut,dapatdjljhatpadatabel4djbawahjni.
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Tabel 4
Data Jenis Pelanggaran IMB

Nomor Jenis Pelanggaran lMB
Juml  h

1 Penu{upan PagarPeke¢aanMulaiMembangun

a

2
25

3 Papan Petunj.uk IMB

4024

TotalSumberData.Ankt
89

e   angdloa  ,

Tampak  dan.  label  4   di   atas,  jumlah   pelanggaran   lMB  jenis`

penutupanpagarsebanyak25pelanggaran.Alasannya,karenamereka

padaumumnyamerasatjdakdiawasiolehpengawaswalaupunmereka

telahmengefahuikewajibannyaitu.Padajenispelanggara.nlMBfentang

peken.aan  memuiai  membangun, jumlahnya  sebanyak 40  pelanggaran.

Alasannya   karena   mereka   tidak   mengefahui   aturannya   Sedangkan

pelanggaran  yang  beckaifan  dengan  papan  petunjuk  IMB  sehanyak  24

pelanggaran.Alasannyakarenamerekajugatidakmengetahuiketentuan

dan mekanismenya.

Pelaksanaanpengawasanterhadaptenpatmendirikanbangunan

juga   belum   menun..ukkan   gaungnya     lni   teijadi   karena   kurangnya

intensifas  peninjauan  lapangan  yang  dilakukan  oleh  aparat  pengavas

Dinas Tata  Bangunan.  Bukan tidak mungkin bahwa,  kafau hal tersebut

djbjackan   maka   aparat   pengawas   akan   mengalamj   kesulitan   yang
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beTkepanjangan   dalam   menertibkan   bangunanbangunan   yang   tidak

mengantongi lMB dikemudian hari.

Dari  sekian  banyak  contoh  pelanggaran  ketentuan  lMB  di  atas,

menunjukkan  bahwa  efektifitas  pelaksanaan  pengawasan  IMB  belum

sepenuhnya  berialan  dengan  efektif.  Disamping  partisipasi  masyarakat

yang  kurang  dalam  menegakkan.  ketentuan  IMB,  juga  ditentukan  oleh

kineria   aktif   dari   aparat   pengawas   Dinas   Tata   Bangunan   untuk

melakukan  peninjauan  lapangan,  walaupun  jumlah  aparat  pengawas

sangat tidak berbanding dengan luas daerah pengawasan di mane setiap

kecamatan hanya terdiri atas dua aparat pengawas. Hal lain yang kurang

berfungsi  secara  maksimal  adafah  kurangnya  koordinasi  antara  aparat

pengawas Dinas Tafa Bangunan dengan Camat,  Lurah, organisasi LPM

(lembaga pemberdayaan masyarakat), RW (rukun warga) dan RT (rukun

tetangga) daiam mendeteksi peianggaran-pelanggaran iMB.

3.3  Falctorfalcto[ Yang  Berp®ngaruh T®rhadap Pelaksanaan  K®tentran

P®mb®rian INB Di Kabupaten Enrokang

Kctentuan   pemberian    lMB   di   Kabupaten    Enrekang   sangat

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain faktor hukumnya sebagai dasar

untuk   melaksanakan   pemberian   lMB,   juga   dipengaruhi   oleh   faktor

pelaksanaannya,  baik  pihak  Pemkab  yaitu  Dinas  Tata  Bangunan,  juga

masyarakat  selaku  pihak  yang  sangat  menentukan  tegaknya   Perda

nomor 7 tahun 2009 fentang Bangunan.
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1.   Faktor Hukum

Salah  satu  kendala  besar  dalam  pelaksanaan  suatu  preduk

hukum adalah ketiadaan peraturan  pelaksanaan  Perda  No.  7 Tahun

2009  tenfang  Bangunan.  Akibatnya  substansi  aturan  yang  temuat

dalam  Perda  tersebut  hanya  menjadi  I.macam  kertas''  belaka  yang

tidakdapatberbuatbanyaksecaraempin.sdimasyarakat.

Dari  hasil  penelitian  pustaka   Penulis,   bahwa  Perda  No.   7

Tahun  2009  tenfang  Bangunan  pada  pasal  226  mengamanahkan

untuk  dibuatkan  Perda  tersendiri.  Tetapi  sampai  sejauh  ini  Perda

tersendiri fersebut belum  dibuat  sama  sekali.  Sehingga  inilah  yang

menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya pelakcanaan ketentuan

pemben.an IMB.

Berdasarkan   wavancara   penulis   dengan   Syamsul   (Kasj.

Pengawasan)    pada   tanggal    31    Maret   2012   di    Kantor   Dinas

mengemukakan Alibinya bahwa :

Yang   menjadi   landacan   pelaksanaan   pacal   226   tersebut
adalah Keputusan Bupati No.  18 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Teknis     Pelaksanaan     Perhfungan     Biaya     Retn.busi     lzin
Mendirikan Bangunan".

Hasil wawancara penulis di tempat yang lain, di Kantor Camat

Anggeraja, dengan Takbir (Aparat Kecamatan) mengatakan hal yang

senada, bahwa :

Selama  ini  yang  menjadi  landasan  pelaksanaan  pasal  226
Perda  No.  7 Tahun 2009 adalah  Keputusan  Bupati Enrekang
No.    18   Tahun   2010.    Jika   peraturan   pelaksanaan   yang
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dfuliskandalampasal226tersebutberupaPerdatersendiri,

=n=e#nudnghE€#nRE:£=#be##a#fupnagpDepFd#ndt.esp±.Xn§memungkjnkan         Pemkab                                 DPRD         untuk

aTdeaT:nhd:£!:#ennTukgeapnutusse:anmBaup:nt'fNyoan]g8TmaehnuJ:d2'o]aocuan

Pad2an:aQ`S=_t.==`ya_notemuatdalonpasal2=8`-==r=a.:o.7

Tahun     2009     fentang     Bangunan     tersebut     secara     ekspllsrt

mseenn=mKaen=rfuk=®n.:n=k_a:?uathanperdatersend,n-=a::uka:Kdsap,\:S:

benfuk  Keputusan  Bupatj.   LagHagj  dan.  penuturan  kedua  aparat

tersebutdiatasfengambarbahveaparatpefaksanaketentuanlMB

sangat   tidak   konsjsfen   dan   tjdak   rasjonal   dalam   menerapkan

_kebTjakannya.

2.  Fakfor Aperat

Sa=ao:9set+u.^y+a.n_g_Sa_ngatmempengamh.ungakn`yaperdaN®7

T=:,an2k°a°n9 t:=n.g_:angunan   a:ale-h   ::k'aa:. `Jaapraerartaa dNa:i:

nrenjalankantngaspengavrasan.KhususdjKabupafenEmekang,

jumlahpengawassebanyak28orang.Merekamenempatjwi.layah

pengawasanpada12Kecamatan.Setjapkecamatanditugaskan2

pengawas.Padahaluntukwifayahkecamafanterdin.danbeberape

kelurahan     Jum'ah    kelurahan    Kabupaten    Enrekang    seluruhnya

sebanyak 143 kelurahan.

Penganjumlah

djbutuhkan   juga

Apalaigi  dari  hasil

mempengaruhj   unfuk   berfugas   secara   optimal.•_{

peneljtjan  terungkap  bahwa  tidak  semua  aparat

aparatpengawasyangmjnimtenfuwaktuyang
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pengawas     bangunan     yang     memjliki     kendaraan     operaswhal.

Sedangkan    Dinas    Tata    Bangunan    hanya    memiliki    kendaraan

operasjonal  sebanyak  7  buah.  Artinya  masjh  terdapat  21   aparat

pengawasyangbelunfTenilikinya.benganjumlahaparatpengawas

bangunan    yang    relatif   tidak    ben.mbang    dengan    luas    w.layah

Kabupaten  Enrekang,  mengakibatkan  makjn  banyaknya  bangunan-

bangunanliaryangberdirifanpar~ilikilMB.

Berdasarkanwawancarapenuljsdengansalahseorangaparat

Djnas    Tafa    Bangunan    Kabupaten    Enrekang,    Syamsul    (Kasj.

.    Pengangsan) pada fanggal  1  April 2012 di Kantomya mengakui hal

tersebut di atas, bahwa :

Memang,    dengan   jumlah    aparat   pengawas    yang    tidak
berbanding   dengan   wilayah   pemeriksaan   membuat   kamj
sangat kewalahan dalam  menjalankan tugas.  Apalagi selama
ini  hubungan  keja  anfara  instansi terkait (Camat dan  Lurah)
sangat   terbatas   dan   jarang.    Hal   ini   diperburuk   dengan
kesadaran  hukum  masyarakat  yang  masih   rendah  tentang
pentingnya lMB.

Betkaitan  dengan  penegasan  Syamsul di alas,  maka jumlah

aparat   pengawas    yang    minim    tentu    mempengaruhj   tegaknya

peraturan  khususnya  Perda  No.  7 Tahun  2009  tentang  Bangunan.

Fenonena  "kongkalikong"  pun  makjn  bear,  sehjngga  tidak  sedjkit

ada  kasus  yang  ditemukan  anfara  aparat  dan  masyarakat  selaku

pemohon  IMB  yang  melakukan  penyelesajan  di  tempat  alias  "atur

damaj".
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Berkaitandenganitu,berdasarkanwawancarapenulisdengan

Syamsul (Kasj.  Penertiban) pada tanggal 2 April 2012,   menuturkan

bahwa ;

Pelaksanaan  kefentuan  IMB  masih  belum  berialan  dengan
efektif.Halitudipengaruhiolehmasihterdapatnyaaparatyang
kduaE#i=on#n(-gi=EhEnt-v%fi#9ath.fi-±-raF3y_pa_an_`gF?ikoanpg%=|kkyoanngs.
dalammenjalanfantugasnya).Padasjsiyanglainmasyarakat
belum    menyadan.   arti   pentjngnya    pemberian    IMB,    yang
sebenamya   akan   kembali   pada   kepentingan   masyarakat
Sendjri.

Berhubungandenganitu,untukmengetahuipresepsipemohon

IMB   tentang   profesjonalisme   aparat  pengawas   dalam   menindak

setiappela.nggara-n`lMBdapatdilihatpadafabct5dibawahini.

Tabel §PersepsiPomohonINBT®ntangTugasAparat
DalamM®nindakP®langgarIMB

N=70

Nomor P®rsepejPemohonIMB JumlahResponden
Frokuensi (%)

1 Sangat bajk
21 30%10%

2 Cukup bajk 7

3 Tidak baik 1 42 60%100%

TotalSumberData:Afi6ket yang di 70

Oa,
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Dan.  tabel  5  dj  atas,   responden  yang  nrengatakan  aparat

pengawastidakprofesional(tidakbajk)dalammenjalankantugasnya

sebanyak65°/odanyangmengatakancukupbaiksebanyak10%dan

yangfelahprpfesional(sangatbaik)sebesar30%.

Has«penelitjanmenunjukkanbahwafasjlitasaparatpengawas

bangunan   dalam   menjalankan   tugasnya   masjh   belum   maksjmal

memadajpadasetjapaparat.Walaupunaparatpengawasbangunan

disediakan   kendaraan   operasional.   tetapi   masih   terdapat  aparat

pengawas  yang  belum  memjliki  kendaraan

injlah  kendala

dengan baik.

operasjonal.  Sehjngga
bagi aparat pengawas  dalam  nrenjalankan tugasnya

Hallainadalahbelumadanyahonor(bjayaoperasionaDyang-

diben.kan   kepada   aparat   pengawas   schmgga   dapat   mengurangj

motivasj    aparat    pengawas    dalam    rangka    mendefeksi    setjap

bangunan-bangunanyangtjdakmemiljkilMB.

bengan demikjan dapat disimpulkan  bahwa  meskipun aparat

pengawas  bangunan  kurang  mampu  melaksanakan  tugasnya  yang

mengakjbatkan  pelaksanaan  ketentuan  lMB  belum  optimal,  namun

faktorminimnyafasilitassaranadanprasaranayangdisunakantidak

dapat   dijadikan   sebagai   alibi   penghambat.   Walaupun   demikian

ketersedjaan   sarana   dan

djpellukan daLam  rangka  menjngkatkan kualitas kemampuan aparat
prasarana   yang   lebih   memadaj   tetap
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pengawas   bangunan   agar   pelaksanaan    ketentuan    IMB   dapat

terwqu  dengan  efektif baik  secara  kuantitatif dan  kualitatif secara

sinergis.

3.  Faktor Parteipasi Masyarakat

Terlaksananya  sebuah  produk  hukum  berupa  ketentuan  lMB

secaraempirisdanefektiftidaksajadifentukanolehsubstansiaturan

yangbaikdanaparatyangprofesionaI,tefapijugasangatditentukan

oleh  seberapa  besar pecan  serta  masyarakat.  Periunya  peran  seTfa

masyarakat(pemohonIMB)diqa`sarkanpadapemikjranbahwaakjbat

dari  pelaksanaan  kctentuan  IMB  akan  berimbas  pada  kepentingan

masyarakat sendjri.

Un{uk  melir.a{  presepsj  sebagjan  masyarakat  (pemohon  IMB)

nrengenai  keteriibatannya  dalam  meJapoTkan  pelanggaran  IMB yang

ditemuinya,dapatdiljhatpadatabel6dibawahjni.
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Tabel 6
Persepei Pemohon IMB Terhadap Pelanggaran lMB

N=70

Nomor Persepsi Pemohon lMB JunlahResponden
Frokuensi (%)

123 Tahu dan melaporkanTahudantidak
14 20%

33 47%melaporkanTidaktahu

23 33%100%

TotalSumberData.Ak. 70
.    n    et   an      lola  ,

Sjkap  masyarakat  dalam  melihat  pefanggaran  IMB  mayorifas

bersikap tjdak melaporkan adanya pelanggaran  lMB, padahal ia telah

rnengefahui  pelanggaran  tersebut  (47%).  Alacannya  kaliena  mereka

tidak tahu ingjn mengadu kemana dan tjdak adanya sarana jnfomasi

yang  dapat  dijadikan  jembatan  kepada  Pemkab.   Responden  yang

mengefahuj   pelanggaran   lMB   dan   melaporkannya   sebesar  20%.

Alasannyakarenamerekawargayangsadarakankewajjbannya.Dan

yang pas"  bahwa rata-rata mereka adalah pengurus  LPM, pengurus

RW ataupun pengurus  RT.  Responden yang tidak nrengetahui sama

sekali  tentang  pelanggaran  lMB  sebanyak  33%.  Alasannya  karena

mereka   tidak   pemah   meljhat   pelanggaran   IMB   dan   tidak   dapat

mendeteksi kafegori pelanggaran lMB.
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Berhubungan    dengan    hal    tersebut    di    atas,     partisipasi

masyarakatuntukikutmenegakkanketentuanlMBsangatdjpengaruhi

oleh  pengetahuan  masyarakat akan  keberadaan  Perda  No,  7 Tahun

2009   tentang   Bangunan.   Dan   pengetahuan   masyarakat   tentang

keberadaan Perda tersebut secara komprehensif dan mendefa« Iebjh

bijaksanajikadiperolehmelaluipenyuluhanhukum.

Sementara  sebagian  besar  masyarakat  mengefahui  tenfang

keberadaan  Perda  No.  7 Tahun  2009 tersebut,  terkhusus  mengenai

IMB     tjdak     diperolehnya     melalui     penyuluhan     hukum.      Untuk

mengetahujnya.dapa.t.dilihatpeda`tabel7dibawahini.

Tabel 7
Sumb®rPong®tahuanNasyarakatT®nfanglMB

N=70

Nomor Sumb®r p®ngetahuan       R:u#Ladhen
Frokuensi (%)

1 Penyuluhan hukum 24 34%43%

23 iklan 30

Teman
16 23%100%

TotalSumberDafa:Angket yang diolah, 70

Dengan     demikian,     dapat    di{etahui     bahwa     partisipasi

masyarakat  dalam   ikut  menegakkan  ketentuan   lMB  belum  efektif
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secara  empiris.  Itu  teriadi  karena  kurangnya  intensitas  penyuluhan

hukum  yang  dilakukan  oleh  aparat  Dinas  Tata  Bangunan.   Hal  ini

dapatdjketahujbahwa,mayoritasrespondenmengetahujadanyalMB

tidak  karena  dan.  penyuluhan  hukum.  Responden  yang  nrengetahui

adanya  IMB  lewat  iklan  sebanyak  43%  dan  yang  mengetahui  dari

temansebesar23°/o.Sedangkanrespondenyangmengetahujadanya

IMBmelaluipenyuluhanhukum,hanyasebanyak34%.
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BAB4

PENUTuP

4.1  Kesimpufan

1.   Pelaksanaan  Ketentuan pemberian  IMB belum sepenuhnya berialan

denganefektif.Haltersebutdisebabkanmasihterdapatnyabeberapa

bangunan  yang  tidak  memiljkj  IMB  dan  tidak  djlakukan  penertiban.

Hal  lain  masih  terdapatnya  beberapa  bangunan  yang  melanggar

batas rollyn dan peruntukannya.

2.   Pelaksanaan pengawasan    bangunan    juga    menunjukkan    tidak

sepenuhnya    efektif.     Penysbabnya    adalah
secara     kuantitatif

ketidaksejmbangan  jumlah  aparat  pengawas  dengan  luas  wilayah

pengawasan dan secara kualitatif belum memadai.  Hal yang sangat

prinsjp«  bahwa  kcordjnasj  antar  aparat  pengawas  tjdak  tehaksana

sebagajmana mestjnya.

3.   Faktor-faktor  yang   berpengaruh   terriadap   pelaksanaan   ketentuan

pemberian   lMB   adalah   faktor   hukum,   faktor   aparat   dan   faktor

partisjpasj  masyarakat.  Diantara  ketiga  faktor  tersebut  yang  paling

berpengaruhadalahfaktoraparatkarenatl.ngginyapelanggaranlMB

yang dilakukan pemohon lMB.
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4.2  Saran

1.   Agar   pelaksanaan   ketentuan   IMB   mempunyai   kepastian   hukum

seharusnyasubstansipasal226Perdanomor7tahun2009tentang

Bangunanharussegeraditefoitkanperaturanpelaksanaamya.untuk

lebih    meningkatkan    partisipasi    masyarakat    dalam    mendeteksi

pelanggaran   IMB,   maka   tempat-tempat   pengaduan   masyarakat

tentangpelanggaranIMBharussegeradibuat.

2.  Agar Aparat pengawas Djnas Tafa  Bangunan lebih konsjsten dalam

mengawasi   pelaksanaan   aturan    lMB   di    masyarakat.    Perlunya

penambahan    jumlah    aparat    pengawas,     penambahan    honor

pengawasa"  penambahan  sarana  dan  pracarana  yang  memadai

berupakendaraanoperasionaldanpenjngkatanintensitaskoordjnasi

antar aparat pengawas terkait.

3.  Agar   semua   bangunan   yang   melanggar   peraturan   perundang-

undangambaikberupapelanggaranperuntukanmaupunpelanggaran

IMB  lainnya  dapat  segera  dilakukan  paertiban  agar  nasa  keadilan

masyarakat   dapat   terwujud   dan   pada   saat   yang    bersamaan

Pemerintah  Kabupaten  Enrekang  akan  mendapatkan  kepercayaan

masyarakatnya selaku pengemban amanah.
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